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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk penegakan hukum undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) terhadap 

hukuman pengguna media sosial ujaran kebencian. Jenis Penelitian Hukum Normatif. Metode pendekatan yang 

digunakan adalah perundang-undangan dan kajian pustaka terkait judul peneliti, sedangkan metode menggunakan 

analisis Kualitatif dengan cara menganalisis hasil bahan penelitian yang relevan dengan tujuan penelitian. Hasil 

penelitian tentang ujaran kebencian terdapat pada pengaturan (UU ITE) No.19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-

Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana bagi pelaku pengguna media sosial 

ujaran kebencian diatur dalam Pasal.28 ayat (2) isinya” Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan 

informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat 

tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Ancaman Hukuman Pasal 45 A ayat (2) isinya” 

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa 

kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan 

antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah). Sedangkan upaya 

penanggulangan pelaku pengguna media sosial ujaran kebencian, diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 

SE/6/X/2015, tentang Penanganan Ujaran Kebencian ( Hate Speech). Untuk mengedepankan Fungsi Binmas dan 

Polmas, dimana peran dari kepolisian diharapkan untuk memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang ujaran 

kebencian dimasyarakat melalui toko agama, toko masyarakat, toko pemuda dan akademisi untuk optimalisasi tindakan 

represif atas ujaran kebencian. Selanjutnya peran perangkat pemerintahan diharapkan untuk mengkondusifkan daerah 

masing masing melalui Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan Perangakat RT/RW sebagai wadah pertama dalam hubungan 

emosional dimasyarakat. 

 

Kata kunci : UU ITE, Hukuman, Ujaran Kebencian. 
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A. PENDAHULUAN 
          Mengenai penegakan hukum terhadap UU ITE merupakan tanggung jawab besar negara 

untuk melindungi masyarakat berbangsa dan bernegara. Kehidupan manusia saat ini dihadapkan 

dengan kemajuan jaman yang pesat. Dapat dilihat hampir seluruh cakuman masyarakat Indonesia 

menggunakan aplikasi androit atau jaringan internet untuk mendukung kebutuhan masyarakat. Baik 

kebutuhan komunikasi, pendidikan, ekonomi dan kebutuhan lainya hampir dilakukan dengan 

menggunakan komunikasi digital. Dalam percepatan lajunya pengguna media sosial butuh adanya 

filter untuk batasan-batasan positif bagi pengguna media sosial yaitu dibatasi dengan lahirnya UU 

ITE No. 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik. Komunikasi dalam media sosial butuh konten positif, agar tidak 

mendatangkan hujatan dan ujaran kebencian dalam komunikasi baik pripat maupun public. Dapat 

dilihat dalam beberapa kasus media sosial dimana dihadapkan dengan persoalaan ujaran kebencian 

bahkan jika kita pengguna media sosial sering sekali kita melihat banyaknya prilaku pengguna 

media sosial yang tidak menggunakan internet dengan pola pikir yang baik. Banyaknya kasus kita 

lihat tentang ujaran kebencian seperti yang dilarang pada UU ITE Pasal 27 ayat (1, 2, 3 dan 4). 

Mengenai mentransfer atau mendistribusikan konten asusila yang mengundang pornografi, 

mendistribusikan konten perjudian, mendistribusikan konten penghinaan dan pencemaran nama 

baik, dan pemerasan dan pengancaman. Pendapat Gunawan, Heri (2020:77), Berkaitan dengan 

perkembangan teknologi informasi dan berbagai media sosial yang ada, konstitusi mengatur 

kebebasan berpendapat melalui berbagai saluran informasi yang ada seperti yang ditegaskan dalam 

Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Kedua yang menyebutkan, bahwa : “Setiap 

orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan 

lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah 

dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.Selanjutnya 

dapat dilihat pada ketentuan UU ITE Pasal 28 ayat (1 dan 2) menerangakan dilarang bagi pengguna 

media sosial untuk memberikan berita bohong dan menyesatkan sehingga merugikan konsumen 

dalam transaksi elektronik dan selanjunya setiap orang dilarang untuk menmbulkan rasa kebencian, 

permusuhan pribadi, kelompok, suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Dalam lajunya 

perkembangan zaman melalui media sosial, hukum harus dapat menjawab tantangan dinamika 

permasalahan hukum tentang ujaran kebencian pada saat ini. Hukum harus menjadi filter yang 

dapat diandalkan untuk menjaga ketertiban dalam dunia media sosial. Budaya konsumtif bangsa 

Indonesia yang gemar dalam mengakses smarphone untuk keperluan kebutuhan bermedia sosial 

diantaranya yaitu Twitter, whatsaap, facebook, instagram, tiktok dan media sosial lainnya yang 

dapat merugikan orang lain jika tidak di manfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu dengan 

hadirnya UU ITE No. 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE tersebut dapat memberikan solusi positif untuk 

membendung budaya prilaku yang tidak baik dalam penggunaan media sosial.Sebaliknya dunia 
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siber atau cyberculture tidak terlepas dari kebutuhan teknologi internet untuk menjerat para prilaku 

kejahatan dunia maya yang dianggap dapat menjadi ancaman Negara jika tidak diberikan 

penindakan hukuman yang tegas oleh penegak hokum. Pengguna media sosial dapat memposting 

konten berupa tulisan, video, suara maupun gambar secara bebas yang dapat disebarluaskan kepada 

siapapun , dimanapun dan kapanpun dengan bantuan jaringan internet. Tidak jarang pengguna 

media sosial dapat menyalahgunakan media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan luapan 

emosional mereka dengan cara menyebar berita palsu, menjatuhkan orang lain, bahkan menyebar 

kebencian kepada orang lain atau suatu kelompok. 

B. METODEPENELITIAN 

Bahwa Penulisan penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Hukum Normatif. Dengan metode 

pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan dan kajian pustaka terkait judul peneliti, 

sedangkan metode menggunakan analisis kualitatif dengan cara menganalisis hasil bahan penelitian 

yang relevan dengan tujuan penelitian. 
 

C. HASILDANPEMBAHASANPENELITIAN 

Hasil Penelitian 

1. Penegakan Hukum Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Pelaku 

Pengguna Media Sosial Ujaran Kebencian  

 

Bahwa dalam kasus penegakan hukum terhadap pelaku pengguna media sosial ujaran kebencian Harus diatur 

secara tegas dalam aturan hukum secara normatif dan mempunyai kekuaatan hukum yang mengikat untuk itu 

dapat dilihat dalam aturan hukum pada undang-undang No. 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-undang 

No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Surat Edaran Kapolri Nomor. 6/X/2015 

tentang Penanganan UjaranKebencian (HATE SPEECH). Tanggal 8 Oktober 2015. Adapun mengenai 

pengaturan ujaran kebencian yaitu: 

 

2. UU No.19 Tahun 2016 atas Perubahan  
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (2) 
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk 
menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu 
berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). 
 

2 .Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech) mengacu 

pada ketentuan :Halaman (5) huruf (b) 

1. Pasal 156 KUHP 

2. Pasal 157 KUHP 

3. Pasal 310 KUHP 

4. Pasal 311 KUHP 

5. Pasal 28 ayat (2) jounto. Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik. 

6. Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. 
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3. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech) disebutkan 

tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech) dapat berupa tindak pidana yang di atur dalam KUHP dan 

ketentuan-ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk:Halaman (2) huruf (f) 

1. Penghinaan 

2. Pencemaran nama baik 

3. Penistaan 

4. Perbuatan tidak menyenangkan 

5. Memprovokasikan 

6. Menghasut 

7. Penyebaran berita Bohong 

 

4. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech) disebutkan 

tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech)Halaman (3)Huruf (H)Ujaran Kebencian (Hate Speech) 

dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:  

1. Dalam orasi kegiatan kampanye 

2. Spanduk atau banner 

3. Jejaring media sosial 

4.Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi) 

5. Ceramah keagamaan 

6. Media masa cetak atau elektronik  

7. Pamflet 

  Sedangkan penegakan hukum bagi pelaku ujaran kebencian dapat dijerat dengan undang-undang 

No. 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik. Sebagaiman dengan Unsur-unsur tindak pidana ITE dalam Pasal 28 ayat (2) 

yaitu 

1. Kesalahan : Dengan sengaja 

2. Melawan hukum : Tanpa hak 

3. Perbuatan : Menyebarkan  

4. Objek : Informasi  

5. Tujuan : Untuk menimbulkan rasa  

kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakattertentu berdasarkan atas suku, 

agama, ras, dan antar golongan (SARA). 

Pasal 45 Undang-undang No. 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:Ayat (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa 

hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  

Ayat (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).  
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Ayat (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.Pasal 45 A 

Undang-undang No. 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan TransaksiElektronik:Ayat (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak 

menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan 

individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan 

antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 ( Satu miliar 

rupiah ). Dapat dilihat dari aturan pada pasal bagi pelaku yang melakukan ujaran kebencian  

sangat berat ancaman hukuman yang diterimah, untuk itu dengan adanya undang-undang tersebut 

masyarakat dapat memahami dan dapat menggunakan media sosial dengan positif dan tidak 

mengandung muatan (SARA) dan mengakibatkan ujaran kebencianbagi orang lain.sehubungan 

aspek hukum telah mengaturnya. 

 

2. Upaya Penanggulangan Pelaku Pengguna Media Sosial Ujaran Kebencian? 

Menuju kepada subtansi dari upaya penanggulangan pelaku pengguna media sosial ujaran 

kebencian, untuk dapat melindungi dari segala kepentingan masyarakat umum perlu butuh kerja 

sama antara jajaran pemerintah melalui penegakan hukum yang konsisten dan harus dilaksanakan 

dengan efektif dalam pelaksanaannya. Untuk itu negara telah menerbitkan aturan normatif dalam 

bentuk Undang-undang No. 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, subtansi dari isi aturan tersebut larangan bagi orang 

untuk melakukan ujaran kebencian yang diatur dalam: 

 

1. UU ITE Pasal 28 ayat (2) menerangkan yang pada pokoknya memuat larangan menyebarkan 

informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau 

kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). 

 

2. Sebaliknya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan 

Etnis pengaturan dalam Pasal 4 dan Pasal 16 yang memuat larangan menunjukkan kebencian atau 

rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis. Selanjutnya KUHPidana mengaturdalam 

Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, dan Pasal 311 pada dasarnya juga mengatur tentang larangan 

menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beherapa 

golongan rakyat Indonesia, menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, serta melakukan 

fitnah.Penanggulangan terhadap pelaku ujaran kebencian juga dapat dilakukan dengan cara 

mngedepankan fungsi dari aparat penegak hukum yang mana sebagai keamanan dalam negeri yaitu 

melalui Polisi Republik Indonesia (Polri), Selanjutnya wujud keseriusan Polri dalam memberantas 

Ujaran kebencian telah mengelurkan Surat Edaran Kapolri NomorSE/6/X/2015, tentang 

Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), tanggal, 8 Oktober 2015. Untuk itu dalam 

penanganan ujaran kebencian disebutkan pada: 

 

1. Surat Edaran Kapolri NomorSE/6/X/2015, tentang Penanganan Ujaran Kebencian ( Hate 

Speech). Nomor. (5) Point (b), Halaman (4). isinya mengedepankan fungsi Binmas dan Polmas 

untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyrakat mengenai ujaran kebencian dan 

dampak-dampak negatif yang akan terjadi. 
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2. Surat Edaran Kapolri NomorSE/6/X/2015, tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech). 

Nomor. (5) Point (c), Halaman (4). Isinya mengedepankan fungsi Binmas untuk melakukan kerja 

sama yang konstruktif dengan tokoagama, toko masyarakat, toko pemuda, dan akademisi untuk 

optimalisasi tindakan represif atas ujaran kebencian.Menurut Asril, dalam Siddiq (2017:26). Sesuai 

dengan namanya WWW, yaitu World Wide Web, maka jaringan internet ini adalah selebar dunia. 

Hukum yang dibuat untuk mengatur internet di suatu negara dengan segera dan dengan sendirinya 

akan masuk kewilayah jurisdiksi negara lain. Tentu saja akan terjadi pertentangan, seperti yang 

dikatakan diatas, apa yang dilarang di Indonesia kemungkinan diwajibkan di negara lain. 

 

Menurut Josua (2020:26), Secara khusus, perkembangan teknologi komputer dan internet 

memberikan implikasi-implikasi yang signifikan terhadap pengaturan atau pembentukan regulasi 

dalam ruang siber dan hukum siber serta terhadap perkembangan kejahatan dalam dunia maya 

(cyberspace), Untuk penanggulangan ujaran kebencian jajaran perangkat pemerintah butuh 

dilibatkan seperti Kecamatan, Kelurahan/Kepala desa, Kepala Dusun/ Rukun Warga (RW), Kepala 

Lingkungan/Rukun Tetangga (RT). Seluruh jajaran ini dapat dilibatkan dalam upaya 

penanggulangan ujaran kebencian dan bekerja sama dengan Polri dalam memberikan Penyuluhan 

dan Sosialisasi di masyarakat. Dampak negatif terhadap ujaran kebencian dapat memecah belah 

bangsa, Untuk itu butuh penanganan serius dalam penanggulanagan ujaran kebencian. Lajunya 

pengguna Media sosial saat ini butuh perhatian yang cukup ketat untuk penanganan ujaran 

kebencian, sebaliknya konten-konten aplikasi yang tidak positif harus di non aktifkan atau di blokir 

oleh Negara melalui kementerian komunikasi dan informatika (Kemkominfo). Apalagi jika dilihat  

banyaknya konsumtif masyarakat menggunakan media sosial yang tidak tepat sasaran yaitu anak-

anak dibawah umur dapat melihat dan mengakses berbagai situs-situs yang tidak mendidik, bahkan 

ujaran kebencian yang dapat memecah belah bangsa. Untuk itu Negara harus serius dalam 

penanggulangan ujaran kebencian. Lupton dalam Wibowo (2018:172), Menambahkan bagaimana 

sebagian besar orang memiliki hubungan sosial dan emosional dengan komputer, bahkan dapat 

menghabiskan waktu di depan layar komputer lebih lama dari pada bertatap muka dengan orang 

lain. Lebih lanjut, Lupton mengilustrasikan jika komputer sebagai manusia (lebih tepatnya 

menubuh/embodied). 

 
KESIMPULAN 

Dalam undang- undang No. 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana ujaran kebencian diatur dalam Pasal 28 ayat 

(2). “Menerangkan yang pada pokoknya memuat larangan menyebarkan informasi yang ditujukan 

untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat 

tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”. Jika dianalisa undang-

undang cukup jelas bahwa perbuatan ujaran kebencian sangat dilarang oleh Negara untuk itu 

kepada lapisan masyarakat harus tanggap terhadap UU ITE, dimana ancaman hukuman juga diatur 

secara tegas dalam Pasal 45 A ayat (2) dan diatur dalam KUHPidana Pasal. 156, 157, 310 dan 311 

KUHP. Selanjutnya dalam penanggulangan Pelaku Pengguna Media Sosial Ujaran Kebencian dapat 

bekerja sama Binmas dan Polmas (Polri) dengan toko masyarakat, toko agama, toko pemuda dan 

perangkat pemerintah. 
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